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“Hukum asal dalam semua bentuk muamal ah adal ah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya™

* Salah satu kaidah fikih khusus dalam bidang muamalah atau transaksi, kaidah inilah yang juga digunakan
sebagai landasan syariah oleh Pegadaian Syariah: Prof. H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta:
Kencana Prenada Group, 2006).
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ABSTRACT

Mukaromah, Siti. 2007. Idamic Law Analysis of Pawn Mechanism in Syariah
Pawnshop Branch Office Landungsari. Thesis Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
department, Syariah Faculty, Islamic State University (UIN) Maang, Advisor
Drs. Noer Yasin, M.Hi.

Key Words: Islamic Law, Pawn, Syariah Pawnshop

PR R

The presence of Syari’ah Pawnshop as a rapid development from bank, BMT, and
insurance which based on syariah principles and aso forma finances institution in
Indonesia needs to be greeted positively. Because this presence is hoped to help the
society could be released from any practices which contain elements prohibited by
Islamic law such as riba, which could harm the people. Those prohibited elements in
pawning agreement activities will bring lot of disadvantages instead of advantages. That’s
why the presence of Syari 'ah Pawnshop, which has been conducting among the society so
far, is hoped to be able to work adjusted with its main purpose. Also, it could really
function as an institution which could give lots of advantages to the society.

The purpose of this research is to acknowledge the operational mechanism of
pawning in Syari 'ah Pawnshop and Islamic law observation upon it.

The method which is used in this research is descriptive method by selecting the
research subject in branch office oh Syari’ah Pawnshop Landungsari. The primer data
resource is gained from the result of interview and the secondary data resource is gained
from severa literature related with pawning.

The result of this research shows that the operational mechanism of pawning in
Syari’ah Pawnshop covers akad consisting two transactions,; akad rahn and akad ijarah,
the type of allowed things as a guarantee in Syari’ah Pawnshop Landangsari are only gold
and diamond, pawning issue loan procedure, pawning payment loan procedure, and
pawning commodity auction. It adjusts with the Islamic law because in conducting its
business, Syari’ah Pawnshop hold on to instructions of Dewan Syari’ah Nasional (DSN)
which is DSN instruction NO. 25/DSN-MUI/111/2002, 28 march 2002 about rahn and
DSN instruction NO. 26/DSN-MUI/111/2002, 26 June 2002 about gold rahn.



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman.
Keabadian dan keaktualan Isdlam telah terbukti sepanjang sgjarah, di mana setiap
kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab dengan
tuntas oleh garan Islam melalui a-Qur’an sebagai landasannya. Di dalamnya
mengandung hukum-hukum sempurna yang digunakan dalam menyelenggarakan tata
cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya,

hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan khaligNya.



Agama Islam juga menggarkan kepada umatnya supaya hidup saling menolong,
yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang lemah.

Dalam a-Qur’an surat Ali-Imran ayat 112, Allah berfirman:*

ST
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Artinya:

” Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka
berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia”
(Ali-lmran: 112).

Salah satu contoh bentuk hubungan manusia dengan manusia adalah tolong-
menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan pinjaman.
Salah satu aternatif yang bisa diambil dari bentuk pinjaman adalah dengan jalan
menggadai kan suatu barang yang dalam fikih dikenal dengan istilah rahn.

Gadai (rahn) adalah salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana
untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang
menjadikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut. Status barang
jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (rahin) akan tetapi disimpan
oleh penerima gadai (murtahin). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah

Saw, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya? Gadai dalam Islam mempunyai

QS Ali-lmran (3): 112
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nila sosia yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong
menolong.

Di Indonesia gadai juga dikenal penggunaannya, terutama bagi kalangan
menengah ke bawah sering menggunakan transaksi gadai. Bahkan transaks ini
terlembagakan di sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa dalam bentuk
gadai. Apabila dilihat dari fungsi dan kegiatan usahanya, pegadaian di Indonesia
merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya adalah
memberikan pinjaman dalam bentuk gadai.

Ada dua alasan yang membuat pegadaian menjadi suatu bentuk usaha lembaga
keuangan bukan bank. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian
mirip dengan pinjaman melalui kredit bank, namun diatur secara terpisah atas dasar
hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa. Kedua,
usaha pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya satu badan usaha
sgja, yaitu Perum Pegadaian. Di mana secara umum tujuan ideal dari Perum
Pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada
masyarakat |uas terutama kalangan menengah ke bawah untuk berbagai tujuan, seperti
konsumsi produksi dan lain sebagainya. Keberadaan Perum Pegadaian juga
diharapkan dapat menekan munculnya lembaga keuangan non formal yang cenderung
merugikan masyarakat seperti praktek ijon, pegadaian gelap, bank gelap, rentenir dan

lain-lain.®

3 M. Sholikul Hadi. Pegadaian syari ‘ah, ( Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), 3.



Bersamaan dengan berdiri dan berkembangnya secara pesat dari bank, BMT, dan
asurans yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, maka hal inilah yang
mengilhami dibentuknya pegadaian syariah di Indonesia. Selama ini gadai syariah
atau rahn lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana
bank menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penjaminan barang guna
mendapatkan pembiayaan. Namun perkembangan masyarakat dalam memanfaatkan
fasilitas pembiayaan dengan rahn ini tidak optimal, hal ini disebabkan karena
komponen-komponen pendukung yang dimiliki oleh bank syariah untuk menawarkan
produk ini, seperti kurangnya sumberdaya penafsir, alat untuk menaksir, dan gudang
penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu maka dibentuklah pegadaian syariah
sebagai |embaga keuangan yang mandiri yang berdasarkan prinsip syariah.*

Hadirnya Pegadaian Syariah selain karena perkembangan yang cukup pesat dari
bank, BMT, dan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah, dan juga sebagai sebuah
lembaga keuangan formal di Indonesia, merupakan suatu hal yang perlu disambut
positif. Sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu
masyarakat agar terlepas dari praktek-praktek yang mempunyai unsur yang dilarang
oleh Islam, diantaranya adalah riba, yang cenderung merugikan salah satu pihak.
Adanya unsur-unsur tersebut dalam aktivitas perjanjian gadai, akan banyak
mendatangkan kemadharatan dari pada kemaslahatannya. Untuk itu hadirnya

Pegadaian Syariah yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan

4 Abdul Ghofur A. Gadai Syariah Di Indonesia; Konsep Implementasi Dan Institusionalisasi,
(Y ogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), 3.



sesuai dengan tujuan pokoknya, serta benar-benar dapat berfungsi sebagai lembaga
yang dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Sistem rahn yang digunakan oleh Pegadaian Syariah merupakan salah satu
aternatif bagi masyarakat untuk memperoleh dana guna kepentingan aktifitas
kehidupan sehari-hari. Uang memegang peranan penting sebagai alat tukar menukar
juga sebagai aat ukuran nilai. Demikian juga barang dan jasa yang dihasilkan dinilai
dengan satuan uang. Uang dalam pandangan Islam bukan barang yang dapat
diperjua-belikan. Prinsip agama Islam tidak membolehkan untuk mengambil
keuntungan dari pinjam-meminjam uang. Oleh karena itu rahn atau istilah populernya
dikenal dengan “sistem gadai” merupakan salah satu instrumen dalam masyarakat
Islam yang bisa dijadikan alternatif guna memenuhi kebutuhan perolehan dana untuk
melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Diharapkan dengan sistem rahn ini dapat
memberikan kontribusinya dalam rangka pemberdayaan umat terutama dalam hal
kegiatan yang sifatnya produktif.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka penulis menganggap penting melakukan
suatu pengkaiian untuk melihat kesesuaian praktek gadai di lembaga Pegadaian
Syariah ditinjau berdasarkan hukum Islam. Untuk itu peneliti mengangkat Judul
skripsi tentang: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Di Lembaga

Pegadaian Syari 'ah Cabang Landungsari .



B. Rumusan Masalah
Masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian adalah tentang praktek gadai
di lembaga Pegadaian Syariah cabang Landungsari. Untuk itu, permasal ahan yang ada
dikembangkan dalam beberapa rumusan masalah, antara lain:
1. Bagaimanakah mekanisme operasinal gadai di Pegadaian Syariah kantor cabang
Landungsari?
2. Bagamanakah tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme operasiona di
Pegadaian Syariah?
C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, dapat dikemukakan bahwa maksud
penelitian ini adalah:
1. Memahami mekanisme gadal di Lembaga Pegadaian Syariah kantor cabang
Landungsari.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme operasiona di Pegadaian

Syariah kantor cabang Landungsari.

D. Kegunaan Pendlitian
1. Kegunaan teoritis
a. Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan dengan
gadai.
b. Untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan tentang Pegadaian prespektif Islam.

2. Kegunaan Praktis



a  Untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka mendapatkan gelar sarjana hukum
Islam.
b. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dengan harapan mampu memberikan

manfaat pemahaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentang Pegadaian Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan dalam skripsi ini akan diuraikan dalam
sistematika yang terdiri dari lima Bab, yang masing-masing bab terdiri dari :
Bab | : PENDAHULUAN, pendliti menguraikan latar belakang masalah, rumusan
masal ah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab Il : KAJAN PUSTAKA, penditi akan mengkaji konsep dan teori yang
berkenaan dengan permasalahan gadai (rahn) menyangkut tentang pengertian gadai,
rukun dan syarat gadai, kategori barang gadai, pemanfaatan barang gadai, menurut
hukum Islam, tinjauan secara umum Pegadaian Syariah. Agar lebih mengarah pada
tujuan penelitian, maka landasan teoritis yang akan dihubungkan dengan hasil
penelitian ini meliputi: mekanisme operasional gadai, dan kesesuaian mekanisme
operasional gadal syariah dengan hukum Islam. Pada bab ini juga diungkap hasil
penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.
Bab 11l : METODE PENELITIAN, akan membahas metode yang digunakan dalam
skripsi ini, antara lain rancangan penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.



Bab IV : PEMAPARAN DAN ANALISISDATA, memuat analisis data, di mana data
deskriptif dari hasil wawancara dan observas diolah, diorganisasikan, diurutkan,
diedit, diklasifikasikan, ,sesuai dengan tujuan penelitian yang ada. Selanjutnya data
yang telah matang tersebut dianalisis sesuai dengan perspektif konsep yang ada, serta
diarahkan agar mampu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah di atas.

Bab V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Peneliti menegaskan
kembali secara singkat hasil penelitian, sehingga dapat secara jelas diketahui titik
temu antara hasil penelitian dengan tujuan penelitian. Disamping itu, pendliti juga
memberikan saran pada pihak yang berkompeten dengan pendlitian ini, baik pada
semua pelanggan Pegadaian Syariah, peneliti lain, maupun pada pembaca secara

umum



BAB I|
KAJIAN TEORI
A. Penelitian Terdahulu

Agar lebih memahami genetika akademik penelitian ini, perlu kiranya diungkap
hasil penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan topik penelitian ini.
Penulisan penelitian terdahulu ini sangat penting, yang pertama adalah untuk
mengetahui apakah penelitian ini sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, kedua untuk
menghindari plagiator dan yang terakhir untuk meneruskan penelitian sebelumnya.
Untuk itu Studi yang berkaitan dengan gadai pernah dilakukan oleh Agnes Esha
Sonata dalam skripsinya yang berjudul “Tanggung Jawab PERUM Pegadaian

Terhadap Objek Jaminan Gadai (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Bantul



Yogyakarta) ”,> penelitian yang bertempat di Bantul Y ogyakarta ini bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan perjanjian gadai serta untuk mengetahui bentuk tanggung
jawab Perum Pegadaian cabang Bantul terhadap benda yang hilang dan rusak akibat
gempa bumi. Dari penditian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan
perjanjian gadai terdiri dari dua tahap yakni tahap pinjam-meminjam, tahap
penyerahan barang gadai, sedangkan tahap selanjutnya adalah penyimpanan barang
gadai dan pembayaran bunga. Selain itu Perum Pegadaian mempunyai mekanisme
untuk mengganti barang jaminan pemberi gadai yang rusak yang diakibatkan oleh
bencana alam, di mana tahap pertama adalah tahap penyerahan SBK kepada kasir,
sedangkan yang kedua adalah tahap penyerahan SBK yang telah disepakati oleh
pemberi gadai dan Perum Pegadaian kepada PT. Jasindo guna keperluan pencairan
dana asurans sebagal ganti rugi terhadap barang jaminan pemberi gadai. Dengan
demikian dapat dismpulkan bentuk perjanjian antara Perum Pegadaian dengan
pemberi gadal adalah bentuk perjanjian baku dan tertulis, sedangkan tahapannya
meliputi tahap perjanian penyimpanan dan pembayaran bunga. Segala kerusakan yang
diakibatkan oleh gempa bumi menjadi tanggung jawab Perum Pegadaian, dimana
dalam proses pemberian ganti rugi pihak Perum Pegadaian bekerja sama dengan PT.

Jasindo sebagai perusahaan asuransi.

® Agnes Esha Sonata, Tanggung Jawab PERUM Pegadaian Terhadap Objek Jaminan Gadai (Studi
Kasus di Perum Pegadaian Cabang Bantul Yogyakarta), Skripsi Jurusan Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang, 2007.



Abdul Wahab Anasty dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Gadai Dalam
Perspektif Hukum Positif dan Figih Isam™ menyimpulkan bahwa gadai menurut
hukum positif merupkan akad pemindahan hak milik kepada orang lain setelah
adanya peminjaman sgjumlah uang dengan memberikan jaminan barang berupa
barang gadaian. Meskipun secara tegas bahwa gadai bukan pemilikan atas suatu
benda dan bukan pula akad atas manfaat suatu benda (seperti sewa menyewa)
meskipun hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang. Menurut fikih 1slam
secara konseptual dapat dikatakan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadaian
yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah dapat dijadikan aternatif.
Yakni murtahin dapat mengambil manfaat barang gadaian sepanjang rahin
mengizinkannya. Akan tetapi pengambilan manfaat atas barang gadaian itu apabila
tiddk mengarah kepada riba yang telah disepakati keharamannya. la juga
menyimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dan
pegadaian syari’ah adalah dalam pengenaan biayanya. Pegadaian konvensional
memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda.
Sedangkan pembiayaan di pegadaian syari’ah tidak berbentuk bunga tetapi biaya
penitipan, pemeliharaan, perjanjian dan penaksiran.

Muhammad Yusuf dalam skripsinya yang berjudul “Pegadaian Konvensional

12y

Dalam Perspektif Hukum Islam”” menyimpulkan bahwa Islam membenarkan adanya

praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan

® Abdul Wahab Anasty, Konsep Gadai Dalam Perspektif Hukum Positif dan Figih Islam, Skripsi
Jurusan Syari’ah Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

" Muhammad Y usuf, Pegadaian Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Jurusan Syariah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Y ogyakarta, 2000.



orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur-
unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Praktik yang terjadi di Pegadaian
Konvensional, pada dasarnya masih terdapat beberapa ha yang dipandang dapat
merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam, diantaranya adalah masih
terdapatnya unsur riba, yaitu berupa sewa modal yang disamakan dengan bunga.
Pegadaian yang berlaku pada saat ini masih terdapat satu diantara banyak unsur yang
dilarang oleh syara’, yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut
memungut sewa modal atau lebih lazim disebut dengan bunga.

Viyolina dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Bunga Dalam Gadai Ditinjau
Dari Hukum Islam”® menyimpulkan bahwa Unsur riba yang terdapat dalam aktifitas
pegadaian saat ini sudah pada tingkat yang nyata, yaitu pada transaks penetapan dan
penarikan bunga dalam gadal yang sudah jelas tidak sesuai dengan al-Qur’an dan as-
Sunnah. Penetapan bunga gadai yang pada awanya sebagai fasilitas untuk
memudahkan dalam menentukan besar kecilnya pinjaman, telah menjadi kegiatan
spekulatif dari kaum kapitalis dalam mengeksploitasikan keuntungan yang besar.
Bedasarkan kenyataan tersebut dapat dijadikan dasar istinbat (kesimpulan hukum)
untuk menyatakan bahwa penarikan dan penetapan bunga gadai belum sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum Islam dan lebih banyak mendatangkan kemadharatan,
sehingga dapat pula dikatakan bahwa penarikan dan penetapan bunga gada adalah

tidak sah dan haram.

8 Veyolina, Sstem Bunga Dalam Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi jurusan Syariah Sekolah
Tinggi Ilmu Syariah Y ogyakarta, 2000.



Dari beberapa penelitian di atas, tampak belum ada yang membahas tentang
praktek gadai khususnya di Pegadaian Syariah. Penelitian dari Agnes Esha Sonata
hanya menitikberatkan pada bagaimana tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap
barang jaminan pemberi gadai yang rusak diakibatkan oleh bencana Alam. Penelitian
dari Abdul Wahab Anasty hanya menitikberatkan pada konsep gadai dalam hukum
Islam dan hukum positif. Muhammad Yusuf membahas tentang praktek gadai yang
terjadi di Pegadaian Konvensional. Sedangkan penelitian dari Viyolina lebih
mengfokuskan pada system bunga yang terdapat di Pegadaian Konvensional.
Meskipun demikian hasil penelitian terdahulu tersebut akan sangat membantu dalam

proses penelitianini.

B. Tinjauan Umum Rahn
1. Pengertian Rahn
Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-
habsu. Secara bahasa gadai atau al-Rahn dalam bahasa Arab adalah tetap dan lestari,
seperti juga dinamai al-Habsu, artinya penahanan.’ Dalam kamus bahasa Arab al-
Rahn berasal dari kata rahana — yarhanu — rahnan yang berarti menggadaikan,
merungguhkan.*®
Adapun dalam pengertian syara’, rahn adalah menjadikan barang yang

mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga

® Sayyid Sabig, “Fighussunnah”, diterjemahkan Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah (Cet. 20;
Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), 150.
19 Mahmud Y unus. Kamus Arab — Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), hal. 148.



orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian
(manfaat) barangnya itu.** Maksud dari pengertian ini adalah apabila seseorang ingin
berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya berada dibawah
penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Di daam kitab Fathul Wahab, Al-Imam Abu Zakariyya al-Anshori
mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta (benda) sebagai
kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari benda itu apabila hutang
tersebut tidak bisa dibayar.™

Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul Figh Muamalah menyebutkan
bahwa Ulama mazhab Maliki mendefinisikan rahn dengan harta yang dijadikan
pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Maksud dari pengertian
ini adalah barang yang dijadikan jaminan bukan hanya harta yang bersifat materi,
tetapi juga harta yang bersifat tertentu. Menurut mereka marhun tidak harus
diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti
contohnya menggadaikan sawah, maka barang yang digadaikan tidak harus sawah
akan tetapi hanya sertifikatnya saja.*®

Sedangkan ulama mazhab Hanafi dalam buku Figh Muamalah, mendefinisikan
rahn dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang)
yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya

maupun sebagiannya. Adapun ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali

1 sayyid Sabig, OP. Cit., 150.
12 Abu Zakariyya al-Anshori. Fathul Wahab, (Beirut: Darul Fikri, 1422H), 226.
3 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.



mendefiniskan rahn dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai
jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang
tidak bisa membayar hutangnya tersebut. Definisi ini mengandung pengertian bahwa
barang yang bisa dijadikan jaminan hutang tersebut hanyalah harta yang bersifat
materi.**

Gadai juga merupakan perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang
sebagai tanggungan hutang.™ Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa rahn merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang
mempunyai hilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang

bersangkutan boleh mengambil hutang.

2. Dasar Hukum Rahn
Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari’at Islam hukumnya jaiz

(dibolehkan), baik menurut ketentuan Al-Qur’an, as-Sunnah maupun ljma’ Ulama.*®

a. Al-Qur’an

Ayat a-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukun tentang kebolehan perjanjian

gadal adalah QS. Al-Bagarah ayat 283 :

“Ibid., 252.
> Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 123.
16 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam ( Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 141.
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Artinyac  “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendakiah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya,
Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ”

Barang tanggungan yang disebutkan pada ayat tersebut di atas boleh diadakan bila
kedua belah pihak tidak saling mempercayai, akan tetapi hal ini tidak diwajibkan
karenagadal hanya bersifat sebagai jaminan sgja.
b. As-Sunnah
JaT (Y (55 coa Llad (s 880 by 4ot ) s ol e ) oy B o

(Alaa s s A o) 5)) . daa e Loy A4 g

7 QS. a-Bagarah (2): 283.



“Dari Aisyah r.a berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli
makanan dari orang Yahudi dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan
beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Bukhari, dan Muslim).*?
c. ljma’ Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gada ini, para ulama telah sepakat
bahwa gada itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya
demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa
disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian. Hal ini
berargumentasi pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang
orang Y ahudi tersebut di Madinah.*

Namun ada yang berpegang kepada zahir ayat, pada al-Qur’an surat al-Bagarah:
283, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian sgja, seperti

paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan al-Dahak.?°

3. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian Rahn
Menurut Abu Zakariyya dalam kitab Fathul Wahab, menyebutkan rukun rahn
ada empat, yaitu orang yang bertransksi (aqgid), harta yang dijadikan agunan (marhun)
hutang (marhun bih), dan |afal ijab dan kabul (shighat).*
Para ulama figh mengemukakan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adaah

sebagai berikut®:

18 Musthafa Diibul B, “At Tadzhiib Fii Adillati Matnil Ghayyah Wat Tagrib”, diterjemahkan Uthman
Mahrus, Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis (Cet. 1: Semarang: Asy-Syifa, 1994), 487.

19 sayyid Sabig, OP., Cit. 152.

%M. Ali Hasan, OP., Cit. 255.

2L Abu Zakariyya a-Anshori, Op., Cit. 226.



a ljab gabul (shighat)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam akad rahn tidak boleh dikaitkan
dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad
rahn sama dengan akad jual-beli. Apabila akad ini dibarengi dengan syarat
tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal,
sedangkan akadnya sah. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah
mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran
akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu dibolehkan, tetapi
apabila syarat itu bertentangan dengan akad rahn maka syaratnya batal.

. Orang yang bertransaks (Aqgid)

Orang yang bertransaksi dalam rahn ini meliputi pemberi gadai (rahin) dan orang
yang menerima gadai (murtahin), kedua orang yang akan bertransaksi harus
memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Syarat yang terkait dengan orang yang
berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut
jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Sedangkan
menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan
baligh, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn,
dengan syarat rahn yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat

persetujun walinya.

 1bnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid”, diterjemahkan |mam Ghazali Said,
Bidayatul Mujtahid Jilid 3 (Cet. Il; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 192.



c. Barang yang digadaikan (Marhun)
Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para ulama fikih
sepakat untuk mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam jual -
beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.
Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang
yang berharga dan dapat diperjual belikan, kecuali jual-beli mata uang (sharf), dan
modal usaha pesanan (salam) yang terkait dengan tanggungan.
Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu
berupa semua barang yang boleh dijual.

d. Hutang (Marhun Bih)
Menyangkut adanya hutang, bahwa hutang itu adalah hak yang wajib
dikembalikan kepada orang yang memberi hutang (murtahin) dan juga bisa
dilunasi dengan barang jaminan tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan
Syafi’iyah syarat hutang yang dapat dijadikan alasan gadai diantaranya adalah
berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, hutang harus lazim pada waktu
akad, dan hutang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. Jika ada
perselisihan mengena besarnya hutang antara rahin dan murtahin, maka ucapan
yang dapat diterima adalah ucapan rahin dengan mengucap sumpah, kecuali
murtahin bisa menunjukkan barang bukti.
Disamping syarat-syarat di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa rahn

baru dianggap sempurna apabila barang yang dijadikan sebagai jaminan itu secara

hukum sudah berada ditangan murtahin, dan hutang yang dibutuhkan telah diterima



oleh rahin. Apabila barang jaminan tersebut berupa benda tidak bergerak, seperti
rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup
surat jaminan tanah atau sertifikat rumah yang dipegang oleh rahin.?

Syarat terakhir yang dianggap sempurna dalam akad rahn adalah barang jaminan
dikuasai secara hukum oleh pemberi hutang atau oleh para ulama disebut sebagai
gabdh al-marhun. Syarat ini penting karena Allah dalam surat a-Bagarah, 2: 283
menyatakan “fa rihanun magbudhah” yang berarti barang jaminan itu

dipegang/dikuasai secara hukum.*

4. Kategori Marhun

Jenis barang yang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis
barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:*
a. Bendabernila menurut syara’
b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
c. Bendadiserahkan seketika kepada murtahin

Mazhab Maliki dalam kitab Bidayatul Mujtahid, berpendapat bahwa gadai dapat
dilakukan untuk semua barang berharga dan dapat diperjualbelikan, kecuali jual beli
mata uang (sharf), dan modal usaha pesanan (salam) yang terkait dengan

tanggungan.”®

23 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 255.
* bid.

% | bnu Rusyd, OP. Cit., 194.

% |bid.



Sekelompok fugaha Zahiri berpendapat bahwa akad gadai hanya berlaku pada
barang pesanan (musallam fih), karena mereka beranggapan bahwa pada QS al-
Bagarah ayat 282 yaitu:

> o T’ ~ /)9 -
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. a-Bagarah:
282)%"

Maksud ayat tersebut adalah menjelaskan tentang posisi hutang-piutang barang

dagangan, dan itu adalah transaksi pesanan (salam).”®
Sedangkan pendapat ulama Syafi’iyah dalam kitab Bidayatul Mujtahid,
berpendapat bahwa barang yang digadaikan itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:*
a. Bukan berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
b. Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan.
c. Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi,
baik wajib atau tidak.
Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat dikatakan bahwa kategori barang
gadai dalam sudut pandang hukum Islam tidak hanya berlaku pada barang-barang
bergerak sga. Akan tetapi juga meliputi jenis barang-barang yang tidak bergerak,

dengan catatan barang-barang tersebut bisa dijual.

21 QS. al-Bagarah (2) : 283.
% | bnu Rusyd, OP. Cit., 194.
2 pid., 196.



5. Pemanfaatan Marhun

Menyangkut pemanfaatan barang gadai, jumhur fugaha sepakat menyatakan
bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari marhun.* Pada dasarnya
marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin sebagai pemilik maupun
murtahin sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapat izin dari masing-
masing pihak yang bersangkutan. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya
sebaga jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Di sini rahin hanya
mempunyai hak terhadap marhun hanya pada status kepemilikan, tetapi tidak pada
guna pemanfaatannya. Sedangkan murtahin hanya berhak menahan marhun, tetapi
tidak berhak menggunakan atau memanfaatkannya.

Adapun mengena boleh tidaknya barang gadai diambil manfaatnya, beberapa
ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi’iyah dalam buku Pegadaian Syariah,
berpendapat bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas
manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan itu ada di bawah
kekuasaan pihak penerima gadai. Kekuasaan penerima gadal atas barang yang
digadaikan tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai
tersebut.® Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa yang berhak
mengambil manfaat dari marhun adalah orang yang menggadaikan barang tersebut
dan bukan penerima gadai, waaupun barang tersebut ada di bawah kekuasaan
murtahin.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, yang berbunyi:

% | bnu Rusyd, Op., Cit., 203.
3 M. Solikul hadi, Pegadaian Syariah ( Jakarta : Salemba Diniyah, 2003 ), 67.
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“Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak tertutup
barang jaminan gadai bagi pemiliknya yang menggadaikannya. Baginyalah
faedahnya dan dia pula yang menanggung hutangnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi,
dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).*

Hadis ini menjelaskan bahwa rahin berhak mengambil manfaat dari barang yang telah
digadaikannya selama pihak rahin menanggung segala resikonya.

Sedangkan ulama Malikiyah dalam buku Pegadaian Syariah yang ditulis oleh M.
Solikul Hadi, berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang
dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak-hak yang menggadaikan. Hasil gadaian
itu adalah bagi yang menggadaikan selama pihak penerima gadai tidak mensyaratkan.
Apabila penerima gadai mensyaratkan hasil barang gadai itu untuknya maka hal ini
dibolehkan, akan tetapi dengan beberapa syarat yaitu:*®
a. Hutang yang disebabkan jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal ini dapat

terjadi seperti orang menjual barang akan tetapi tidak langsung dibayar kontan,

kemudian orang tersebut meminta gada dengan suatu barang sesuai dengan

hutangnya, maka hal ini dibolehkan.

%2 As Shan’ani, “Subulus Salam”, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad, Subulus Salamjilid 111 (Cet.
I; Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 181.
* M. Solikul hadi, Op. Cit., 69-70.



b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah
untuknya.
c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan.
Apabila ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.
Alasan yang digunakan ulama Malikiyah sgjalan dengan alasan yang dikemukakan
oleh ulama Syafi’iyah, yaitu hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, mengenai hak
penerima gadai adalah hanya menahan barang gadai yang berfungsi sebagai jaminan.
Ulama Hanabilah dalan masalah ini memperhatikan jenis barang yang akan
digadaikan itu sendiri, yaitu binatang atau bukan binatang. Sedangkan binatang juga
dibedakan antara binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, dengan
binatang yang tidak bisa diperah dan ditunggangi.>* Apabila barang gadaian berupa
binatang yang bisa diperah susunya dan ditunggangi, maka pihak penerima gadai
dibolehkan mengambil manfaat barang gadal tersebut tanpa seizin yang
menggadaikan. Akan tetapi apabila barang gadai berupa binatang yang tidak bisa
diperah dan ditunggangi maka penerima gadai harus meminta izin terlebih dahulu
untuk mengambil manfaat barang gadai tersebut. Adapun yang menjadi aasan bagi
pendapat ini adalah:®
a. Kebolehan penerima gada mengambil manfaat barang gadai yang dapat

ditunggangi dan diperah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

¥ M. Solikul hadi, Op. Cit., 71.
% |bid.. 72-73.
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“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: Binatang
tunggangan boleh ditunggang lantaran memberi nafgahnya apabila ia tergadai;
dan susu boleh diminum lantaran memberi nafgahnya apabila adalah ia tergadai;
dan wajib orang yang menunggang dan yang meminum memberi nafgah. (HR.
Bukhari).®

Hadis tersebut membolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadaian

atas seizin dari pihak penggadail, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan

biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang gadaian tersebut.

b. Tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat barang gadai selain dari
barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Alasan ketidakbolehan
mengambil manfaat barang gadai oleh penerima gadai tersebut di atas, adalah
sama dengan alasan yang dikemukakan oleh ulamayang lain.

Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadaian
yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila yang menggadaikan
memberi izin, maka penerima gadai sah mengambil manfaat dari barang tersebut.
Adapun aasan bagi para ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat
dari barang yang digadaikan adalah:

a. Hadis Rasulullah SAW:

% «Bylughul Maram”, diterjemahkan A. Hasan, Bulughul Maram Jilid Il (Cet. 6: Bandung: C.V
Diponegoro, 1967), 431-432.
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“Dari Abu Shalih Dari Abu Hurairah, sesungguhnya nabi SAW bersabda: Susu
binatang perah boleh diambil jika ia sebagai jaminan dan diberi nafkah (oleh
murtahin) boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh murtahin)jika
binatang itu itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan
mengambil susu wajib memberi makan/nafkah (HR. Bukhari).%’
Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewagjiban yang menerima gadai,
karena barang tersebut ada ditangan penerima gadai. Oleh karena itu yang memberi
nafkah adalah penerima gadai, maka para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang
berhak mengambil manfaat dari barang gadai adalah pihak penerima gadai.
b. Menggunakan alasan dengan akal
Sesuali dengan fungsinya barang gadai sebagal jaminan dan kepercayaan bagi
penerima gadai, maka barang tersebut dikuasai oleh penerima gadai. Dalam hal ini
para ulama Hanafiyah berpendapat dalam buku Pegadaian Syariah, yaitu:*®
Apabila barang gadai dikuasai oleh pemberi gadai, berarti keluar dari tangannya dan
barang jaminan tidak ada artinya. Sedangkan apabila barang gadai dibiarkan tidak
dimanfaatkan oleh yang menguasainya (penerima gadai), maka berarti menghilangkan
manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk

pemeliharaannya.

% Sayyid Sabig, Op., Cit, 153-154.
% M. Solikul Hadi, Op., Cit, 74.



Pendapat dari ulama Hanafiyah tersebut di atas telah menunjukkan bahwa yang
berhak memanfaatkan barang gadai adalah pihak yang menerima gadai. Ha ini
disebabkan karena barang gadai tersebut telah dipelihara pihak penerima gadai dan di

bawah kekuasaannya.

6. Berakhirnya Akad Rahn
Akad rahn akan berakhir apabila dengan keadaan:*

a. Marhun diserahkan kepada pemiliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa rahn
akan berakhir jika murtahin menyerahkan marhun kepada pemiliknya, sebab
mar hun merupakan jaminan hutang. Jika marhun diserahkan, makatidak ada lagi
jaminan.

b. Rahn berakhir jika hakim memaksa rahin untuk menjua marhun, atau hakim
menjualnya jikarahin menolak.

c. Pembebasan hutang, dalam bentuk apa sgja, menandakan habisnya rahn
meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

d. Pembatalan rahn dari pihak murtahin, meskipun tanpa seizin rahin, maka rahn
akan berakhir.

e. Rahin meninggal, menurut ulama Malikiyah, rahn habis jika rahin meninggal
sebelum menyerahkan marhun kepada murtahin. Juga dipandang bata jika
murtahin meninggal sebelum mengembalikan marhun kepada rahin.

f. Marhun rusak.

¥ Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 178-179.



C. Tinjauan Umum ljarah
1. Pengertian ljarah

Lafal ijarah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.*® Dalam Kamus bahasa Arab
kata ijarah berasal dari kata ajara-yuujiru yang berarti mempersewakan.** Rachmat
Syafe’i dalam bukunya yang berjudul Figih Muamalah menyebutkan, menurut ulama
Hanafiyah ijarah didefiniskan dengan akad atas suatu kemanfaatan dengan
pengganti, ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan akad atas suatu kemanfatan yang
mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan
dengan pengganti tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan
definisi ijarah dengan menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu
tertentu dengan pengganti.*?

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad ijarah tidak boleh dibatasi
dengan syarat. Akad ijarah jugatidak berlaku bagi pepohonan yang diambil buahnya,
karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad ijarah itu hanya ditujukan
kepada manfaat sgja. Demikian juga kambing dan sapi, tidak boleh dijadikan sebagai
objek ijarah, untuk diambil susu atau bulunya (domba) karena susu dan bulu
termasuk materi.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh
disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang

menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur

4O M. Ali Hasan, Op., Cit, 227.
“ Mahmud Y unus, Op., Cit, 34.
42 Rachmat Syafe’i, Op., Cit, 122.



untuk diambil airnya dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya akan tetapi
bendanya.

Nasrun Haroen dalam bukunya Figh Muamalah menyebutkan pendapat dari Ibn
Qayyim al-Jauziyyah yang berpendapat bahwa jumhur ulama tersebut tidak didukung
oleh al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’, dan giyas, menurutnya yang menjadi prinsip dalam
syariat |dlam adalah bahwa suatu materi yang berevolus secara bertahap, hukumnya
sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing.
Oleh sebab itu, Ibn a-Qayyim menyamakan antara manfaat dan materi dalam wakaf.
Manfaat pun boleh diwakafkan, seperti mewakafkan manfaat rumah untuk ditempati
dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan susunya.
Dengan demikian menurutnya tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan

suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan materi dasarnya tetap utuh.*

2. Dasar Hukum ljarah
Para ulama figih mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad

ijarah adalah firman Allah dalam surat az-Zukhruf 43: 32 yang berbunyi:
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43 Nasrun Haroen, Op.,Cit, 229-230.



Artinya “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,
dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian
yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka

kumpulkan.

Disamping itu, para ulama figih juga beralasan kepada firman Allah dalam surat ath-
Thalagq 65: 6 yang berbunyi:
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Artinya ...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah kepada mereka upahnya...*®

Dalam surat al-Qashash, 28: 26 Allah juga berfirman :
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Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang
Kuat lagi dapat dipercaya".*

* QS. az-Zukhruf (43) : 32.
> QS. ath-Thalag (65) : 6.
4 QS. a-Qashash (28): 26



Para ulama figih juga mengemukakan alasan dari beberapa hadis Rasulullah saw,
diantaranya adal ah:
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Artinya: Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: Rasulullah saw. Bersabda : berikan
upah buruh itu sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah)*’

Daam riwayat ‘Abdullah ibn ‘Abbas dikatakan:
s hel g alugade & Ja A Jou) aada) ; JBLgie &) i) (ube ol 8
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Artinya Dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata: Rasulullah saw, berbekam dan
memberikan upah kepada orang yang membekamnya itu. Seandainya

pembekaman itu haram niscaya beliau tidak memberikannya upah. (HR. al-
Bukhari)*®

3. Rukun dan Syarat ljarah
Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah ada empat yaitu; orang yang

berakad (agid), sewalimbalan (ujrah), manfaat dan shighat.”® ljarah baru dianggap
sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang telah berlaku
secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah

sebagai berikut: *°

4" As Shan’ani, Op., Cit, 293.

8 As Shan’ani, Op., Cit, 286.

9 Nasrun Haroen, Op., Cit, 231.
* |bid, 232-233.



a)

b)

d)

Untuk kedua orang yang berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah
disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu orang yang belum baligh
seperti anak kecil dan tidak berakal apabila menyewakan harta mereka atau diri
mereka maka ijarahnyatidak sah.

Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
Apabila sdah satu diantaranya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak
sah.

Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga
tidak muncul perselishan dikemudian hari. Kgelasan manfaat itu dilakukan
dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berupa lama manfaat di
tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi’iyah
memberikan syarat yang ketat. Menurut mereka, apabila sesorang menyewakan
rumah selama satu tahun dengan sewa Rp. 150.000,- sebulan, maka akad sewaini
batal, karena dalam akad ini diperlukan pengulangan akad baru setigp bulan
dengan harga sewa yang baru. Berbeda halnya jika rumah tersebut disewa dengan
harga Rp. 1 juta setahun, maka akad seperti ini adalah sah, karena tenggang
waktu sewa jelas dan harganya pun telah ditentukan untuk satu tahun.

Objek ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak
bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh
menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung
oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu

langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan.



f)

9)

Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab itu para ulama
fikih sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan
ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang Islam
tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan
tempat ibadah mereka.

Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, mobil
dan hewan tunggangan.

Upah/ sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai

harta.

4. Berakhirnya Akad ljarah

b)

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila :**

Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan
hilang.

Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang
disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan
apabila yang disewa adal ah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seseorang yang berakad, menurut
mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah

tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat

*! Nasrun Haroen, Op., Cit, 237.



menurut mereka boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual-beli, yaitu
mengikat kedua belah pihak yang berakad.

d) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah
yang disewakan disita negara karena terkait dengan hutang yang banyak, maka
akad ijarah batal. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh
membatalkan akad ini hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau
manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau karena

bencana alam.

D. Tinjauan Umum Pegadaian Syariah

1. Unit Layanan Penggadaian Syariah

Terbitnya PP No. 10 tanggal 1 April 1990°? dapat dikatakan menjadi tonggak awal
kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10/1990
menegaskan mis yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba,
misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai
landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sanpai sekarang. Banyak pihak
berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember
2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui

bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian

*2 PP No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi
Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.



panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah
sebagal langkah awa pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha
syariah.*®

Konsep operas Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern
yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.
Fungs operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang
Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit
organisasi di bawah binaan devis Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini
merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari

usaha gadai konvensional .>*

2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Dalam struktur Perum Pegadaian, unit layanan syariah dikepalai oleh General
Manager Syariah dibawah Direktur Operasional Perum Pegadaian. Daam
pengelolaan pegadaian syariah, Perum Pegadaian memisahkan antara pegadaian
syariah dengan pegadaian konvensional, baik mengenai laporan keuangan, kebijakan
pengel olaan dan kegiatan operasionalnya >

Dalam menjalankan usaha gadai syariah, Pegadaian Syariah berpedoman pada

fatwa dari Dewan Syariah (DSN)*, yang merupakan badan pengawas lembaga

3Abdul Ghofur Anshori. Gadai Syari ‘ah Di Indonesia (Djogjakarta: UGM-Press, 2006), 116.

> Abdul Ghofur Anshori, Op., Cit. 116.

*bid., 117.

* DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi
mel aksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas



keuangan syariah bank dan non-bank yang dibentuk oleh Mgjelis Ulama Indonesia

(MUI). Tidak berbeda dengan bank yang menyelenggarakan Unit Usaha Syariah

(UUS), di Kantor Pusat Perum Pegadaian ada Dewan Pengawas Syariat (DPS).

Fungsi dari DPS adalah sebagai berikut:*’

a. Mengawas jalannya operasionalisasi pegadaian sehari-hari, agar sesuai dengan
ketentuan syariat.

b. Membuat pernyataan secara berkala bahwa bank atau lembaga non-bank yang
diawasinyatelah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat.

c. Menéliti dan membuat rekomondasi produk baru berdasarkan fatwa dari DSN.
Sedangkan struktur Organisasi Unit Layanan Gadal Syariah dapat dilihat pada

gambar 2. 1.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Gadai Syariah

lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan
nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari*ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam
kegiatan  transaksi di  lembaga _keuangan syari'ah.” Lihat Dewan Syarih Nasional,”

thitp: //www.mui.or.id/mui_in/product 2/dsn _php, (diakses pada 17 Oktober 2007).
> Ibid.
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Perum Pegadaian Pegadaian Syariah

Sumber: Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari

3. Tujuan Pendirian Pegadaian Syariah
Pada saat pendirian Pegadaian Syariah oleh Bank Muamalat Indonesia dan Perum

Pegadaian melalui perjanjian musyarakah ditetapkan vis dan mis dari Pagadaian
Syariah yang akan didirikan, yang keduanya mensiratkan tujuan didirikannya
Pegadaian Syariah. Vis Pegadaian Syariah adalah menjadi lembaga keuangan syariah
terkemuka di Indonesia. Sedangkan misinya adal ah:

a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan transaksi

yang halal.
b. Memberikan superior return bagi investor.

c. Memberikan ketenangan kerja bagi karyawan.



Jadi tujuan pendirian Pegadaian Syariah meliputi seluruh stake holder yang
berkaitan dengan usaha layanan Pegadaian yaitu masyarakat, investor, dan

karyawan.*®

4. Tugas, dan Fungs Pegadaian Syariah

Sebagai lembaga keuangan non-bank milik pemerintah yang berhak memberikan
pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadal yang bertujuan agar masyarakat
tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan
kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga Pegadaian
Syariah tersebut mempunyai tugas, dan fungsi sebagai berikut:*
a. Tugas Pokok
Pegadaian Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk
menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, yang mengharapkan adanya pelayanan
pinjam-meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syariat [slam.
Dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi Pegadaian, apabila ingin eksis di mata
masyarkat terutama penduduk muslim, maka harus mampu menjawab kebutuhan
pasar ini. Untuk itu terbentuknya Pegadaian Syariah ini adalah untuk mengemban
tugas pokok melayani kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat luas atas

dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syariah Islam.

b. Fungs Pokok

8 Abdul Ghofur Anshori, Op., Cit. 118.
% Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah (Jakarta: Perum Pegadaian, 2003), 2-3 (111.A).



Untuk dapat menjalankan tugas poko tersebut, maka Pegadaian Syariah mempunyai
fungsi sebagal unit organisasi Perum Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola
usaha kredit gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi instans syariah
yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan

gadai secara syariah.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak
Para pihak, rahin dan murtahin masing-masing mempunyai hak dan kewgjiban
yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:*
a. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai (Murtahin)
1) Hak Murtahin
a) Murtahin berhak menjua marhun, yaitu apabila pemberi gadai pada saat
jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang
berhutang. Sedang hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk
melunasi hutang rahin.
b) Murtahin berhak mendapatkan pergantian biaya yang telah dikeluarkan
untuk menjaga keslamatan barang jaminan.
c) Selama hutangnya belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan

barang jaminan yang diserahkan oleh rahin.

2) Kewajiban Murtahin

M. Sholikul Hadi, Op., Cit, 23-24.



b)

Murtahin berkewgjiban bertanggung jawab atas hilangnya atau
merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua kelalaiannya.
Murtahin tidak diperbolehkan menggunakan maupun memanfaatkan
mar hun untuk kepentingan sendiri.

Murtahin berkewagjiban untuk memberi tahu kepada rahin sebelum

diadakan pelelangan barang gadai.

b. Hak dan Kewagjiban Rahin

1) Hak Rahin

2)

a)

Rahin mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya

setelah rahin melunasi hutangnya.

b) Rahin berhak menuntut ganti kerugian dan kerusakan dan hilangnya
marhun bila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.

c) Rahin berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah
dikurangi biaya pelunasan hutang.

d) Rahin berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas
menyal ah gunakan barangnya.

Kewagjiban Rahin

a) Rahin berkewagjiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari
murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

b) Rahin berkewgjiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya,

apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat

melunasi hutangnya kepada murtahin.



6. Berakhirnya Hak Gadai

Suatu perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat langgeng,
artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat brakhir atau batal. Demikian
pula dengan perjanjian gadai. Namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan
dengan hak-hak lain. Hak gadai dikatakan berakhir atau batal apabila:®*
a. Hutang-piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi.
b. Marhun keluar dari kekuasaan rahin, yaitu bukan lagi menjadi hak milik rahin.
c. Parapihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.
d. Marhun tetap dibiarkan dalam kekuasaan rahin ataupun yang kembalinya atas

kemauan yang berpiutang.

61 M. Sholikul Hadi, Op., Cit, 24-25.



BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma menurut Robert A. friedrichs adalah suatu gambaran yang mendasar
mengenai pokok permasalahan yang dipelajari dalam suatu disiplin.®? Paradigma yang
digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma fenomenologis. Paradigma
fenomenologis yaitu berusaha memahami fenomena atau kenyataan sosial maupun
perilaku manusia dari segi berfikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri.®
Dalam hal ini, peneliti berusaha memahami suatu kenyataan tentang transaksi gadai di
Pegadaian Syariah, dengan jalan memberi gambaran tentang mekanisme operasional

yang terjadi di Pegadaian Syariah.

®2|mam S dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),
91.
& Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 31.



Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan
kualitatif, karena berupaya untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan
kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).**

Pendekatan ini menurut peneliti tepat untuk mendapatkan informas dengan
mantap dan jelas karena lebih mudah untuk mendapatkannya dan peneliti juga dapat
langsung berhadapan dengan kenyataan, yaitu lingkungan yang diteliti dan juga para
informan di kantor cabang Pegadaian Syariah Landungsari, sehingga data yang

diperoleh dapat maksimal dan utuh.

B. Jenis Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian, dilihat dari sifatnya jenis penelitian ini
digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah gambaran
atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan
antarfenomena yang diselidiki.*® Metode ini di maksudkan untuk memberikan
gambaran secara nyata mengenai Situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara
berbaga fenomena secara aktual dan teratur. Dalam ha ini peneliti berusaha
memberikan gambaran secara nyata mengena situasi lembaga Pegadaian Syariah

cabang Landungsari dan menyelidiki mekanisme gadai di dalamnya.

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.
®Imam S dan Tobroni, OP.Cit., 137.



C. Objek Pendlitian

1. Lokas Penelitian

Lokas yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah di Kantor cabang
Pegadaian Syariah Landungsari yang terletak di Jalan Raya Tlogo Mas No: 11
kelurahan Landungsari Maang. Adapun pemilihan di kantor cabang Pegadaian
Syariah Landungsari karena Pegadaian Syariah Landungsari merupakan satu-satunya
Pegadaian yang berdiri di kota Malang yang menggunakan konsep syariah.
2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para karyawan Pegadaian Syariah, yang terdiri
dari Manager cabang dan staf pelaksana yang berada di Pegadaian Syariah

Landungsari.

D. Sumber Data dan M etode Pengumpulan Data
1. Sumber Data
Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang
dimaksud sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data
diperoleh.®® Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga sumber yaitu :
1) Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan
sebagal sumber pertama.®’ Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara

dengan para pegawai di Pegadaian Syariah Landungsari.

® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1998), 114.
67 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 2005), 12.



2) Sumber Data Sekunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini
merupakan data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan sumber data
primer, antara lain berwujud buku-buku, jurnal dan majalah, maupun catatan
pribadi.®® Dalam pendlitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen
yang ada di Pegadaian Syariah Landungsari berupa buku manual operasiona unit
layanan gadal syariah dan buku-buku fikih yang sesuai dengan masalah gadai,
antaralain:

a) Annual Report 2003 Pegadaian Syariah

b) Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusyd)

¢) Fathul Wahab (Abu Zakariyya A)

d) Figh Muamalah (Nasrun Haroen)

€) Pegadaian Syariah (M. Sholikul Hadi)

f) Gadai Syariah Di Indonesia (Abdul Ghofur Anshari)

3) Sumber Data Tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi
petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya
kamus-kamus dan ensiklopedi.®

2. Teknik Pengumpulan Data
Bahwa untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka akan

digunakan teknik dalam pengumpulan data, yaitu :

% Soerjono Soekanto, Op. Cit., 12.
¢ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 114.



a). Observasi

Observasi (pengamatan) adalah aat pengumpul data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.”® Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observas partisipan™, dimana dalam
teknik ini peneliti mengamati secara langsung bagaimana mekanisme operasional
yang diterapkan, dengan mendatangi kantor pegadaian syariah di Landungsari selama
kurang lebih satu bulan. Selain itu, agar lebih mengetahui prosedur dan proses
pemberian pinjaman gadai peneliti juga menjadi nasabah di pegadaian syariah dengan
mencoba menggadaikan perhiasan berupa sebuah liontin emas.
b). Wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang
akan ditanyakan. Kreatifitas pewancara sangat dibutuhkan, bahkan hasil wawancara
dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewancara. Pewancaraah
sebagai pengemudi jawaban responden.”

Teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang kegiatan
percakapan antara pewancara dan yang diwawancarai dengan maksud untuk
mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan mekanisme gadai di

lembaga Pegadaian Syari’ah kantor cabang Landungsari kota Malang.

| exy JMoleong, Op., Cit, 330.

™ Suatu observasi disebut observasi partisipan jika orang yang mengadakan observasi (observer) turut
ambil bagian dalam perikkehidupan yang diteliti. lin Tri Rahayu, Observasi Dan Wawancara, (Malang
: Bayumedia Publishing, 2004), 11.

"2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka Cipta, 2002),
202.



c). Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-ha atau variabel yang

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan
sebagainya.”hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan
pelaksanaan program lembaga, seperti pedoman pengelolaan barang gadai, dan data
yang berkaitan dengan sejarah perkembangan lembaga, serta data lainnya yang
berkaitan dengan pokok penelitian.

Sedangkan sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen
resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga
sebagai objek penelitian yang telah mendapatkan legalitas atau pengesahan dari yang
berwenang.

d. Metode Pengolahan Data
Sebelum data hasil wawancara di analisis, perlu dilakukan proses pengolahan data

terlebih dahulu untuk memisahkan data yang relevan dengan tujuan penelitian dan

mana yang tidak, dengan proses sebagai berikut:

1) Editing (pemeriksaan ulang), dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas
baik.”* Dalam hal ini peneliti membaca kembali data atau keterangan yang telah
dikumpulkan dengan, buku catatan, daftar pertanyaan (interview guide) jikamasih
ada hal-hal yang salah dan meragukan.

2) Classifying (pengelompokan), dimana data hasil wawancara diklasifikasikan

berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan

3 Suharsimi Arikunto.Op, Cit., 206.
" LKP2M, Research Book for LKP2M (Malang: UIN-Malang, 2005), 60-61.



masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informas yang
dibutuhkan dalam penelitian.” Dalam konteks ini, peneliti mengelompokkan data
menjadi dua, yaitu: pernyataan informan yang terkait dengan mekanisme
oparasional gadai, dan pandangan mereka terhadap kesesuian mekanisme
operasional gadai syariah dengan hukum Islam.

3) Analyzing (andisis), proses ini merupakan yang terpenting dalam penelitian
kualitatif yang seldu harus disandingkan dengan upaya interpretatif. Karena
prinsip pokok penelitian jenisini adalah menemukan teori dari data.

4) Concluding (penarikan kesimpulan) yaitu dengan cara menganalisis data secara
komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dengan rumusan

masal ah dan tujuan penelitian.

E. Metode Analisis Data
Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif.”® Tahap analisis deskriptif
adalah tahap penyajian data berdasarkan praktek pegadaian yang berlaku dengan
menggambarkan mekanisme gadai, unsur-unsur serta faktor-faktor dalam praktek
pegadaian syari’ah.
Sedangkan tahap analisis komparatif dilakukan dalam upaya membandingkan
antara prinsip-prinsip gadai di Lembaga Pegadaian Syari’ah dengan prinsip-prinsip

gadai dalam Islam.

> Lexy JMoleong, OP., Cit, 104.
® Analisis deskriptif komparatif merupakan salah satu alternatif penamaan analisis data yang
dikemukakan oleh Saifullah dalam bukunya, Metodologi Penelitian, (Malang: UIN, 2006), 61.



BAB IV
PAPARAN DAN ANALISISDATA
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Latar Belakang Berdirinya PERUM Pegadaian Syariah”

Berdirinya Pegadaian Syariah, berawal pada studi banding yang dilakukan oleh
beberapa General Manager pegadaian pada tahun 1998 di Malaysia. Setelah studi
banding tersebut mulai dilakukan rencana pendirian Pegadaian Syariah. Akan tetapi
terealisas pada tahun 2000 yang saat itu konsep bank syariah mulai banyak diminati.
Pada saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerjasama dan

membantu dari segi pembiayaan dan pengembangan.

" Annual Report (Pegadaian Syariah : 2007) 7-8.



Pada tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan tahun 2003
pegadaian syariah resmi dioperasikan. Pegadaian pertama yang menerapkan sistem
gadai syariah adalah pegadaian cabang Dewi Sartika Jakarta.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan
oleh Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian di samping unit layanan konvensional.
Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan
sistem bagi hasil antara PERUM Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia yang
bertujuan untuk melayani nasabah Bank Muamaat maupun nasabah PERUM
Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa layanan gadai berdasarkan prinsip syariah.

Daam Perjanjian Musyarakah antara BMI dan PERUM Pegadaian dengan No.
446/SP300.233/2002 dan No. 015/BMI/PKS/X11/2002 tanggal 20 Desember 2002,
disebutkan bahwa Bank Muamalat Indonesia yang memberikan modal pembiayaan
bagi pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, sedangkan Perum Pegadaian
yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian. Hasil pendapatan
selama berlangsungnya operasi Pegadaian Syariah dibagi dua, 45,5% untuk Bank
Muamalat Indonesia dan 54,5% untuk Perum Pegadaian.

Pengadaian Syariah Landungsari merupakan pegadaian pertama yang didirikan di
kota Malang. Tentunya ada berbagai pertimbangan yang melatar belakangi pendirian
Pegadaian Syariah di Malang khususnya di Landungsari. Pertimbangan tersebut
terkait dengan potensi Malang yang sebagian besar penduduknya adalah umat Islam.
Pertimbangan yang lain mengapa didirikan di Landungsari adalah dekatnya lokasi

Pegadaian Syariah dengan salah satu kampus |slam yang terbesar di Malang.



Oleh sebab itu, sgjak awal pendiriannya, Pegadaian Syariah Landungsari
diprioritaskan untuk menarik segmen pasar komunitas muslim yang berada di sekitar
Pegadaian Syariah dan nasabah baru yang belum pernah memanfaatkan jasa layanan

pegadaian.

2.Visi dan Misi Pegadaian Syariah”

Sebagaimana lembaga keuangan non Bank yang dikelola secara profesiona,
kantor cabang Perum Pegadaian Syariah Landungsari mempunyai visi dan mis
sebagal landasan operasinonal sistem gadai. Adapun visi Pegadaian Syariah adalah
Pegadaian Pada Tahun 2010 Menjadi Perusahaan Yang Modern, Dinamis Dan
Inovatif Dengan Usaha Utama Gadai yang berprinsip syariah.

Sedangkan operasioanal misi khusus adalah Ikut Membantu Program Pemerintah
Daam Upaya Meningkatkan Kesegjahteraan Masyarakat Golongan Menengah Ke
Bawah Melalui Kegiatan Utama Berupa Penyauran Kredit Gada Dan Melakukan
Usaha Lain Yang Menguntungkan. Vis dan misi ini tidak berbeda dengan visi dan
misi pegadaian konvensional karena Pegadaian Syariah merupakan satu bagian dari

Perum Pegadaian.

3. Struktur Organisas Kantor Cabang PERUM Pegadaian Syariah Landungsari.”
Secara umum, organisas mempunyai arti sekumpulan dari sejumlah orang yang

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, untuk itu dalam pencapaian

8 Annual Report, (Pegadaian Syariah : 2007) 5.
" 1bid, 11.



tersebut dibutunkan adanya perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dalam
pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan di semua bagian dalam organisas
tersebut.

Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) adalah suatu unit organisasi dari PERUM
Pegadaian yang berada di bawah binaan divis lain. Unit ini merupakan unit bisnis
mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadal secara
konvensional. Dengan pemisahan ini, maka konsekuensinya adalah perlu dibentuk
kantor cabang layanan gadai syariah yang mandiri, namun untuk sementara waktu
masih dibina oleh pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan
kantor cabang tersebut.

a. Job Description, Tugas dan Wewenang

Job description, tugas dan wewenang pada kantor cabang PERUM Pegadaian

Syariah Landungsari adalah Sebagai berikut:

1. Manager

a) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang berdasarkan acuan yang
telah ditetapkan.

b) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan
operasional usahainti.

c) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penata
usahaan barang jaminan.

d) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan

kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana kantor cabang.



€) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan
pemasaran dan pelayanan konsumen.

f) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan
kewenangan yang diberikan oleh atasan.

2. Pelaksana

Staf Pelaksana mempunyai tugas bersama dengan manager membantu menjalankan

kegiatan operasional di Pegadaian Syariah seperti menaksir marhun, kasir dsb.

3. Penjaga

a) Menjaga keamanan, baik di dalam maupun sekitar kantor.

b) Membuat laporan keamanan harian
Jumlah karyawan pada kantor cabang PERUM Pegadaian Syariah Landungsari

adalah empat orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Jumlah Karyawan
Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang L andungsari

Jabatan Jumlah Karyawan
a. Manager 1 orang
b. Pelaksana 1 orang
c. Penjaga 2 orang
Total karyawan 4 orang

Sumber : Perum Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari



Dengan latar belakang pendidikan sebagal berikut :

Tabel 2
Tabel Tingkat Pendidikan Karyawan
Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang L andungsari

Jabatan Pendidikan Terakhir
a. Manager D3
b. Pelaksana D3, SMU
c. Penjaga SMU

Sumber : Perum Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari

Karyawan pada Perum Pegadaian Syariah diberikan hak cuti selama 12 hari kerja
dalam waktu satu tahun. Karyawan pada Perum Pegadaian Syariah juga menerapkan
sistem enam hari kerja yaitu dimulai hari senin sampai dengan hari sabtu, sedangkan

hari minggu libur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2
Tabel Jam Kerja

Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Landungsari

Hari Jam Kerja | Jam lIgtirahat | Jam Layanan

07.30-12.00
Senin-Kamis dan 12.00-12.45 | 07.30-14.30
12.45-15.30
07.30-11.30
Jum’at dan 11.30-13.00 | 07.30-14.30
13.00 - 15.30




Sabtu 07.30-12.00 07-30—-11.30

Sumber : Perum Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari

B. Pemaparan dan Analisis Data
Data pendlitian ini terdiri dari hasil observas dan wawancara dengan cara peneliti
mendatangi pegadaian syariah, dan juga peneliti ikut melihat sepenuhnya kurang
lebih selama satu bulan, supaya peneliti bisa melihat secara langsung mekanisme
gada tanpa ada rekayasa atau manipulasi. Dalam hal ini informan terdiri dari
Pimpinan cabang dan staf pelaksana. Pada saat melaksanakan wawancara, pendliti
juga mencatat data-data yang disampaikan oleh informan. Disamping itu peneliti juga
mendokumentasikan proses wawancara dan juga aktifitas yang terjadi di lapangan
dengan mengambil beberapa foto bersama informan.
Berikut ini adalah pemaparan data hasil observas di Pegadaian Syariah
Landungsari:
1. Mekanisme Operasional Gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syari’ah
Landungsari.

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal di
Indonesia merupakan suatu ha yang perlu disambut positif. Sebab dengan hadirnya
lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar terlepas dari praktek-
praktek yang mempunyai unsur yang dilarang oleh Islam, diantaranya adalah riba,

yang cenderung merugikan salah satu pihak. Adanya unsur-unsur tersebut dalam



aktivitas perjanjian gadai, akan banyak mendatangkan kemadharatan dari pada
kemaslahatannya. Untuk itu hadirnya Pegadaian Syariah yang sudah berlaku di
tengah-tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya, serta benar-
benar dapat berfungs sebagai lembaga yang dapat memberikan kemaslahatan sesuai
dengan yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan data yang ditemukan di Iapangan, ada beberapa hal yang berkaitan
dengan mekanisme operasiona gadai. Dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa

hal tersebut yang terkait dengan mekanisme operasional gadai, di antaranya adalah:

a. Akad Gadai

Pegadaian Syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya
menggunakan dua akad syariah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Dwi
Untari:

“Sesual  dengan landasan konsep rahn, Pegadaian Syariah ini dalam
pengoperasiannya pada dasarnya menggunakan dua akad transaks syariah, yaitu
akad rahn dan akad ijarah.” &

Hal ini sesuai dengan buku panduan gadai syari’ah yang mengungkapkan bahwa
akad rahn yang di maksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan
atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk
mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian

menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan Akad

8 Dwi Untari, wawancara (Landungsari, 5 Oktober 2007).



ijarah yaitu, akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran
upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.
Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas
penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.®
Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa tidak adanya perbedaan
antara teori yang digunakan sebagai landasan dalam bertransaksi dengan fakta yang
terjadi dilapangan. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang utuh dari para staf
pegadaian syari’ah landungsari, sehingga berangkat dari pemahaman tersebut maka
pengaplikasian mereka dalam menjalankan transaks rahn sudah sesuai dengan

landasan yang digunakan.

b. Kategori Barang Gadai
Sedangkan jenis barang yang dapat digadalkan pada Pegadaian Syariah
Landungsari, adalah:

“Pada mulanya Pegadaian Syariah Landungsari menerima barang jaminan berupa
perhiasan (Emas), berlian dan handphone. Untuk jenis Emas adalah seluruh jenis
Emas 18, 22, 23, 24 karat, sedangkan untuk Emas muda atau Emas yang dibawah 16
karat harus ada surat pembelian dari toko. Akan tetapi pada saat ini barang yang
bisa kami terima untuk digadaikan hanya perhiasan Emas dan berlian, sedangkan
handphone untuk sementara tidak bisa digadaikan. Hal ini disebabkan adanya

beberapa faktor internal seperti tempat penyimpanan barang gadai yang terbatas dan

8 Annual Report, (Pegadaian Syariah: 2007) 12.



kurang memadai seperti tempatnya terlalu lembab yang dikhawatirkan dapat

menyebabkan kerusakan pada marhun. ” %

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa jenis barang yang dapat dijadikan
sebagal jaminan di Pegadaian Syariah adalah jenis barang bergerak, akan tetapi tidak
semua barang bergerak dapat diterima sebagai jaminan maka dari itu Pegadaian
Syariah hanya menerima barang berupa barang-barang perhiasan (Emas) dan berlian,
kendaraan bermotor seperti; sepeda motor, barang elektronik seperti; televisi, radio
tape, kulkas dan lain-lain.®®

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa adanya perbedaan antara teori yang
digunakan sebagai landasan operasional gadai dengan realita yang terjadi di lapangan.
Hal ini masuk akal, karena kondisi di lapangan dalam hal ini adalah Pegadaian
Syariah Landungsari mempunyai keterbatasan tempat penyimpanan seperti tempat
penyimpanan yang kecil dan lembab. Sehingga dikhawatirkan akan merusak marhun

yang dapat merugikan rahin dan murtahin.

c. Syarat Rahn
Adapun persyaratan untuk memperoleh dana pinjaman gadai, adalah:

“Untuk memperoleh dana pinjaman gadai di Pegadaian Syariah tidak sesulit
memperoleh dana pinjaman di bank, dan untuk memperoleh dana pinjaman gadai
tersebut, rahin disyaratkan untuk: Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya

(SM, Paspor, dil), Mengisi formulir permintaan Rahn, dan rahin diminta untuk

8 M. Djufri, wawancara (Landungsari, 6 Oktober 2007).
8 Annual Report, (Pegadaian Syariah: 2007) 14.



menyerahkan barang jaminan (marhun) bergerak, seperti: Perhiasan emas,

berlian. "%

Untuk memperoleh dana pinjaman, pihak murtahin yang dalam hal ini adalah
Pegadaian Syariah memberikan kemudahan bagi calon nasabahnya. Sesuai dengan
motto “Mengatasi masalah tanpa masalah”, hal ini dibuktikan dengan persyaratan
yang harus dipenuhi oleh rahin sangat sederhana. Rahin disyaratkan untuk membawa
fotokopi kartu identitas seperti KTP, SIM atau bukti identitas yang lain. Selain itu
rahin diminta untuk mengisi formulir permintaan rahn, dan menyerahkan barang
yang akan dijadikan jaminan.

Hal ini sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan, karena pada saat penelitian
ini berlangsung, peneliti juga mencoba untuk menjadi nasabah Pegadaian Syariah.
Hanya dengan membawa fotokopi KTP dan barang jaminan, maka peneliti sudah bisa

memperoleh dana pinjaman.

d. Prosedur Pemberian Pinjaman Gadai
Sedangkan prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari Pegadaian Syariah
adalah sebagai berikut:

“Mengenai prosedurnya sangat sederhana, rahin diminta untuk datang sendiri dan
mengis formulir Permintaan Kredit dan menyerahkan persyaratan kredit. Kemudian

petugas kami akan memeriksa dan menguji persyaratan kredit serta menilai barang

8 Dwi Untari, wawancara (Landungsari, 6 Oktober 2007)



jaminannya. Setelah semua terpenuhi rahin dan marhun menandatangani Surat Bukti
Rahn, maka yang terakhir rahin menerima marhun bih.” &
Sesuai dengan motto pegadaian yaitu “mengatas masalah tanpa masalah”

Pegadaian memberikan prosedur yang sederhana untuk memperoleh dana pinjaman.

Karena pada dasarnya orang yang datang ke Pegadaian pasti sedang membutuhkan

uang. Untuk itu Masyarakat hanya diminta menunjukkan bukti identitas diri dan

barang bergerak sebaga jaminan, maka uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu
yang tidak relatif lama. Adapun teknis pelayanan dalam Pegadaian Syariah adalah
sebagai berikut:

1) Caon nasabah datang langsung ke murtahin dan menyerahkan barang yang akan
dijadikan jaminan dengan menunjukkan identitas seperti KTP atau surat apabila
pemilik barang tidak bisa datang sendiri.

2) Murtahin melakukan pemeriksaan dan menaksir harga barang jaminan untuk
dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Adapun proses penaksiran
barang jaminan tersebut adalah murtahin melihat harga pasar dari pusat dan
setempat yang selalu dijadikan pedoman dalam proses penaksiran tersebut,
kemudian murtahin melakukan pengujian kualitas barang jaminan. Setelah itu
murtahin menentukan nilai taksir barang jaminan.

3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan
akad rahn dan akad ijarah. Akad ini meliputi jJumlah pinjaman, pembebanan biaya
jasa simpan dan biaya administrasi, dan jatuh tempo pengembalian pinjaman,

yaitu 120 hari (4 bulan).

& Dwi Untari, wawancara (Landungsari, 9 Oktober 2007).



4) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan
akad rahn dan akad ijarah. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya
jasa simpan dan biaya administrasi, dan jatuh tempo pengembalian pinjaman,
yaitu 120 hari (4 bulan).

5) Pegadaian syariah menerima biaya administrasi yang harus ditanggung rahin
diawal transaksi, dan akan menerima biaya jasa simpan yang biasanya disebut
ijarah yang ditanggung rahin pada saat menebus barang atau pelunasan pinjaman.

Teknis prosedur pemberian pinjaman gadai lebih jelasnya dapat diilustrasikan

dalam gambar sebagai berikut:

Gambar. 1
Prosedur Pemberian Pinjaman Gadai
Marhun |«
2 Bih
A 4
Rahin/ Murtahin/
Nasabah Pegadaian
A
Marhun/ !
»  Jaminan

K eterangan Gambar :
1. Rahin menyerahkan marhun
2. Murtahin menyerahkan marhun bih

e. Biaya Administras dan Pemeliharaan Penyimpanan Barang Gadai



Berbeda dengan pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah tidak menekankan
pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. M. Djufri mengatakan:

“Di Pegadaian Syariah tidak dikenakan bunga seperti di Pegadaian Konvensial,
akan tetapi rahin dibebankan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan

penyimpanan marhun yang dihitung dari nilai barang bukan dari besarnya jumlah

pinjaman. %

Akan tetapi meskipun tanpa bunga, Pegadaian Syariah tetap memperoleh
keuntungan seperti yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)¥, yaitu
memberlakukan biaya dan pemeliharaan penyimpanan dari barang yang digadaikan,
yang menjadi kewajiban rahin. Biaya administras tersebut dihitung dari nilai barang,
bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang

harus dibayarkan adalah prosentase dari jumlah yang dipinjamkan.

Tabel. 3
Daftar Biaya Administrasi

No Jumlah Pinjaman Biaya Administrasi
1. | 20.000 - 150.000 1000,-

2. | 151.000 — 500.000 5000,-

3. | 501.000 — 1.000.000 8000,-

4. | 1.050.000 — 5.000.000 16.000,-

5. | 5.100.000 — 10.000.000 25.000,-

6. | 10.050.000 — 20.000.000 | 40.000,-

8 M. Djufri, wawancara (Landungsari, 9 Oktober 2007).
8 Fatwa Dewan Syari‘ah Nasional Mgjelis Ulama Indonesia No: 25/ DSN-MUI/I11/2002, tentang Rahn.



7. | 20.100.000 — 50.000.000 50.000,-

8. | 50.100.000 — 200.000.000 | 60.000,-

Sumber : Perum Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari
Sedangkan untuk biaya pemeliharaan penyimpanan atau dikenal dengan ijarah,
yang dihitung setigp 10 hari, biaya pemeliharaan penyimpanan ini dihitung
menggunakan rumus:®

Nilai Barang X Tarif
Rp. 10.000,-

Tarif yang ada dirumus tersebut adalah tarif sewa yang telah ditentukan, dalam hal
ini Pegadaian Syariah Landungsari mengenakan tarif Emas sebesar Rp. 85,-.
Sedangkan Rp. 10.000,- pada rumus diatas adalah konstan yang sudah menjadi rumus.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini:

Seorang rahin menggadaikan sebuah liontin Emas 17 karat dengan berat 2,2 gram
dengan nilai taksiran marhun Rp. 284. 200,-, dengan jumlah pinjaman Rp.
255.000 dari jumlah uang pinjaman ini maka biaya administrasi yang ditanggung
rahin sebesar Rp. 5000,- sedangkan ijarahnya menggunakan rumus diatas:

Rp. 284. 200 X Rp. 85,- = Rp. 2.450,-

Rp. 10.000

Dari perhitungan di atas, maka biaya pemeliharaan penyimpanan yang harus
ditanggung oleh rahin adalah sebesar Rp. 2.450,- / sepuluh hari.

f. Pemanfaatan Barang Gadai

Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai, Dwi Untari mengatakan:

“Karena barang yang kami terima adalah perhiasan Emas, maka tidak ada

8 Annual Report, (Pegadaian Syariah: Landungsari), 26.



pemanfaatan barang gadai. Dan hal ini merupakan salah satu ketentuan, yang mana

semua barang gadai yang kami terima tidak boleh diambil manfaatnya.” ®

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku operasional gadai dan
fatwa DSN tentang rahn, menyebutkan bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi
milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali
seizin rahin ,dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar
pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Alasan Pegadaian Syariah untuk tidak memanfaatkan marhun cukup beralasan.
Karena apabila marhun dimanfaatkan, dikhawatirkan munculnya resiko yang
mungkin akan terjadi. Di antaranya adalah resiko penurunan nilai marhun yang di
tahan atau marhun rusak, walaupun telah di taksir nilai barang yang di gadaikan
kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi, jika

mar hun dimanfaatkan baik oleh rahin maupun murtahin.

g. Prosedur Pelunasan Pinjaman Gadai
Sedangkan prosedur pelunasan pinjaman gadai, adalah :

“Pelunasan uang pinjaman, prosedurnya juga sangat mudah, pertama rahin
membayarkan uang pinjaman kepada murtahin disertai dengan menyerahkan bukti
surat gadai. marhun kemudian dikeluarkan oleh murtahin, dan dikembalikan oleh

murtahin kepada rahin. ”

% Dwi Untari, wawancara (Landungsari, 22 Oktober 2007).
% Dwi Untari, wawancara (Landungsari, 22 Oktober 2007).



Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian
pinjaman, rahin mempunyai kewagjiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman
yang telah diterima. Pada dasarnya rahin dapat melunasi kewajibannya setiap saat
tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Pegadaian memberikan jangka waktu
maksimal hingga 120 hari atau empat bulan. Adapun teknis pelunasan pinjaman gadai
adal ah sebagai berikut:

1) Nasabah membayarkan uang pinjaman kepada murtahin disertai dengan bukti
surat gadai.
2) Barang kemudian dikeluarkan oleh murtahin.
3) Barang yang digadaikan dikembalikan oleh murtahin kepada rahin.
Teknis prosedur pelunasan pinjaman gadai lebih jelasnya dapat diilustrasikan

dalam gambar sebagal berikut:

Gambar. 2

Prosedur Pelunasan Pinjaman Gadai

Rahin Murtahin

A 4

Marhun

A




h. Pelelangan Barang Gadai
Mengenai pelelangan marhun, Dwi Untari mengatakan :

“Jika rahin sampai hingga waktu jatuh tempo sudah tidak mampu melunasi marhun
bih, maka Pegadaian Syariah akan melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara
dijual. Akan tetapi tidak serta merta akan kami jual langsung, karena dalam hal ini
kami mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada rahin jika marhun akan
dilelang baik melalui telepon atau surat pemberitahuan yang ditujukan ke alamat
rahin. Jika rahin mengizinkan marhun untuk dijual, maka kami akan menjual marhun
tersebut.” **

Apabila rahin sudah tidak mampu membayar marhun bih, sesua dengan
ketentuan yang terdapat di Surat Bukti Rahn (SBR) yang ditanda tangani oleh kedua
belah pihak, maka murtahin dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah berhak untuk
menjual marhun, dengan ketentuan:

1) Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin (mencari tahu
penyebab belum melunasi utang).

2) Murtahin dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran utang kepada rahin.

3) Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjua marhun.

Apabila hasil penjualan marhun tidak mencukupi untuk melunasi marhun bih ,

maka rahin wajib melunas kekurangan utang kepada murtahin. Dan apabila

terdapat kelebihan hasil penjualan maka hal tersebut menjadi hak rahin, rahin

diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika

°! Dwi Untari, wawancara (Landungsari, 24 Oktober 2007).



satu tahun rahin tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan

menyerahkan uang kel ebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Daam prakteknya di lapangan, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan di atas, di
Pegadaian Syariah Landungsari jika terdapat rahin yang belum bisa melunas
hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan maka marhun akan dijual, akan tetapi
murtahin terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan ke alamat rahin atau
melalui telepon, jika tidak melunasi pinjamannya maka marhun akan dijual pada

waktu yang telah ditentukan.

2. Tinjauan Hukum Idam terhadap Mekanisme Operasional gadai di Pegadaian

Syariah Landungsari.

Dari paparan data dari hasil wawancara, Tinjauan hukum Islam terhadap
mekanisme operasional gadal di Pegadaian Syariah meliputi:
a Akad Gadai

Sesual dengan landasan konsep rahn, Pada dasarnya Pegadaian Syariah
menggunakan dua transaks syariah yaitu akad rahn dan akad ijarah. Di dalam buku
pedoman Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah disebutkan bahwa yang
menjadi landasan hukum Pegadaian Syariah adalah; al-Qur’an surat al-Bagarah ayat
283, Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Mudim tentang Rasulullah yang
menggadaikan baju besinya. Ijma’ ulama yang sebagian besar membolehkan akad
Rahn. Y ang terakhir adalah Fatwa Dewan Syari’ah (DSN) No. 25/DSN-MUI/I11/2002

dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/I11/2002.



Menurut sebagian ulama fikih, dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan
ikatan secara hukum yang dilakukan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh
dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri yang
diungkapkan dalam suatu pernyataan atau yang biasa disebut dengan ijab dan Kabul.
Setelah pernyataan tersebut diucapkan oleh kedua belah pihak, maka telah sah akad
tersebut. Dalam Islam akad merupakan suatu bentuk perikatan yang sangat penting,
dimana dengan sebuah akad maka bisa mengubah status hukum suatu ha atau
seseorang yang satu dengan yang lain.

Untuk itu, dilihat dari landasan hukum yang digunakan pegadaian syariah, maka
akad ini diperbolehkan. Dalam Islam akad gadai akan dianggap sah telah memenuhi
tiga syarat. Pertama, bukan berupa hutang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
Kedua, penetapan kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga,
barang yang digadaikan bisa dijual manakal a sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.
Akad rahn yang di maksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan
atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk
mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian
menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah

Sedangkan akad ijarah yang dimaksud adalah akad pemindahan hak guna atas
barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian

untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah



melakukan akad, dimana seperti yang tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR) rahin
bertindak sebagai musta’jir, murtahin bertindak sebagai mua jjir.

Pada bagian akad inilah salah satu yang membedakan antara pegadaian syariah
dengan pegadaian konvensional, dimana pegadaian konvensional dalam penggunaan
dana disalurkan dalam bentuk pinjaman atas dasar hukum gadai sesuai dengan hukum
yang berlaku di Indonesia.

b. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan di Pegadaian Syariah adalah
jenis barang bergerak, akan tetapi tidak semua barang bergerak bisa dijadikan
jaminan. Barang yang dapat digadaikan di Pegadaian Syariah Landungsari hanya
berupa barang-barang perhiasan (Emas) dan berlian.

Hal ini terdapat perbedaan dengan ketentuan pelaksanaan rahn dalam Islam,
dalam Islam jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis
barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi tiga syarat yaitu; benda tersebut
bernilai menurut hukum syara’, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, dan
yang terakhir benda diserahkan seketika kepada murtahin. Adapun menurut
Syafi’iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh
dijual. Dari keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa kategori barang gadai dalam
sudut pandang hukum Islam tidak hanya berlaku pada barang bergerak sgja. Akan
tetapi juga meliputi jenis barang-barang yang tidak bergerak, dengan catatan barang-

barang tersebut dapat dijual.



Menurut hemat penulis apabila Pegadaian Syariah hanya menerima barang
perhiasan (Emas) dan berlian hal ini cukup beralasan. Emas adalah termasuk benda
yang berharga dan mudah dijual, dimana apabila rahin tidak bisa melunasi pinjaman
pihak murtahin akan mudah menjual marhun yang berupa Emas untuk melunas
pinjaman tersebut. Selain itu pihak Pegadaian Syariah mempunyai keterbatasan
tempat penyimpanan seperti tempat penyimpanan yang sempit dan lembab sehingga
untuk mengurangi resiko-resiko yang akan merugikan kedua belah pihak, Pegadaian
Syariah memutuskan hanya Emas saja yang bisa dijadikan jaminan.

c. Syarat Rahin

Mengenal syarat rahin, Pegadaian Syariah tidak terlalu banyak dalam memberikan
persyaratan dalam transaksi gadai, rahin hanya diminta untuk membawa kartu
identitas seperti KTP, SIM dsb. Akan tetapi syarat ini sudah cukup mewakili dari apa
yang disyaratkan dalam hukum Islam, Syarat yang terkait dengan orang yang berakad
adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama
adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat.

Akan tetapi jika kita merujuk pada pendapat ulama Hanafiyah, kedua belah pihak
yang berakad tidak disyaratkan telah baligh, menurut mereka anak kecil yang
mumayyiz boleh melakukan akad rahn, dengan syarat rahn yang dilakukan anak kecil
yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujun walinya. Dalam Pegadaian Syariah
anak kecil belum bisa melakukan transaksi gadai, karena Pegadaian Syariah
mengambil pendapat dari jumhur ulama’ yang mengatakan orang yang berakad adalah

yang bertinadak hukum.



d. Prosedur Pemberian Pinjaman Gadai

Prosedur dalam pemberian pinjaman gadai di Pegadaian Syariah sangat sederhana,
rahin diminta untuk datang sendiri dan mengisi formulir Permintaan Kredit dan
menyerahkan persyaratan kredit, kemudian murtahin akan memeriksa dan menguji
persyaratan kredit serta menilal barang jaminan setelah semua terpenuhi, maka kedua
belah pihak menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR), setelah itu rahin menerima
marhun bih atau uang pinjaman.

Tentu sgja hal ini berbeda dengan rahn yang terdapat di dalam ketentuan Islam,
karena rahn dalam Islam hanya terkait antar perorangan sgja dan dilakukan secara
suka rela dengan dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, tidak terlembagakan
seperti saat ini dalam Pegadaian Syariah. Sehingga dalam pemberian pinjaman gadai,
pihak murtahin dalam hal ini Pegadaian Syariah mempunyai beberapa prosedur yang
harus dilewati dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak rahin, dimana hal ini
dibenarkan dalam Islam apabila syarat tersebut dapat mendukung kelancaran akad
tersebut.

e. BiayaAdministrasi dan Sewa Penyimpanan Pemeliharaan Barang Gadai

Di Pegadaian Syariah pinjaman tidak dikenakan bunga, akan tetapi rahin
dibebankan biaya administras dan biaya penyimpanan pemeliharaan. Penentuan
biaya administrasi ini didasarkan pada besarnya pinjaman, sedangkan biaya
pemeliharaan penyimpanan atau yang dikena dengan ijarah dihitung berdasarkan
nilai barang dengan rumus yang telah ditentukan. Karena dalam Hal ini Pegadaian

Syariah telah menyimpan dan merawat marhun ditempat yang telah disediakan oleh



Pegadaian Syariah, dimana akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah
timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investas tempat penyimpanan, biaya
perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar inilah Pegadaian Syariah
mengenakan biaya sewa kepada rahin sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah
pihak.

Pembebanan biaya administrasi dan biaya penyimpanan pemeliharaan tersebut
sebenarnya cukup beralasan bagi pihak Pegadaian Syariah, karena dengan biaya
tersebutlah Pegadaian Syariah mendapatkan pendapatan untuk  memenuhi
kebutuhannya. Bisa dikatakan tidak masuk akal apabila ada sebuah lembaga keuangan
formal yang dalam aktivitas operasionalnya tidak mampu memperoleh pendapatan
untuk memenuhi kebutuhan lembaga tersebut. Namun disisi lain, sistem tersebut
dirasa memberatkan bagi rahin, karena pemungutan ijarahnya dilakukan setiap
sepuluh (10) hari sekali.

Sebenarnya penggunaan nama ijarah menurut hemat penulis kurang tepat. Di
mana dalam ketentuan ijarah manfaat yang menjadi objek sendiri harus jelas dan
diketahui secara sempurna. Kegelasan yang dimaksud adalah menjelaskan jenis
manfaatnya, dan penjelasan berupa lama manfaat di tangan penyewa. Pegadaian
Syariah memberikan jasa sewa penyimpanan pemeliharaan dengan penghitungan
biaya per 10 hari dengan batas waktu maksimal 4 bulan atau (120) hari. Menurut
ulama Syafi’i akad ijarah seperti ini batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan
pengulangan akad baru setiap 10 hari dengan biaya sewa yang baru pula. Disamping

itu ijarah dengan cara diatas, menunjukkan tenggang waktu sewa yang tidak jelas,



apakah 10 hari atau 120 hari (4 bulan). Berbeda halnya jika pihak Pegadaian
menentukan ijarah dengan harga sewa langsung selama 4 bulan tanpa menghitungnya
per 10 hari, maka akad seperti ini sah selain itu juga meringankan rahin yang dalam
hal ini juga sebagai musta’jir, karena tenggang waktu sewa jelas dan harganya pun
ditentukan untuk satu tahun

Ketidakjelasan Pegadaian Syariah terletak juga pada objek manfaat ijarahnya,
dalam hal ini adalah tempat penyimpanannya, apakah tempat penyimpanan tersebut
digunakan untuk satu barang atau sebuah tempat seperti dmari misalnya yang
digunakan untuk beberapa barang, maupun manfaat apa yang yang bisa diambil oleh
musta’jir (rahin). Pengenaan biaya pemeliharaan juga kurang sesuai, karena dalam
Islam biaya pemeliharaan dikenakan pada rahin apabila jenis barang yang digadaikan
adalah binatang ternak yang dituntut untuk memberi makan dan merawat binatang
tersebut. Sedangkan barang yang digadaikan di Pegadaian Syariah berupa Emas yang
tidak dituntut untuk memberi makan maupun merawatnya. Menurut pendapat penulis
lebih tepat apabila menggunakan nama wadi ‘ah karena barang tersebut hanya bersifat
titipan sga. Rahin sebagai pemilik barang dengan murtahin sebagai penyimpan
(Pegadaian Syariah) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan
menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.
f. Pemanfaatan Barang Gadai

Di Pegadaian Syariah Landungsari dalam hal ini sebagai murtahin tidak dapat
memanfaatkan marhun. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin meskipun

mar hun dipegang oleh rahin. Pada dasarnya marhun tidak boleh diambil manfaatnya,



baik oleh pemiliknya maupun murtahin. Hal ini disebabkan status barang tersebut
hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Di sini rahin
hanya mempunyai hak terhadap marhun hanya pada status kepemilikan, tetapi tidak
pada guna pemanfaatannya. Sedangkan murtahin hanya berhak menahan marhun,
tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkannya.

Hal ini juga sesuai dengan fatwa DSN tetang rahn, menyebutkan bahwa Marhun
dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh
dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai
marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan
perawatannya.

g. Pelunasan Pinjaman Gadai

Pegadaian Syariah memberikan jangka waktu peminjaman dan penyimpanan
maksimum 120 hari atau empat bulan. Apabila sampai pada waktu yang telah
ditentukan, rahin belum juga membayar kembali hutangnya, maka rahin dapat
dipaksa oleh murtahin untuk menjual marhun dan kemudian digunakan untuk
melunasi hutangnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah
berpendapat, jika terdapat persyaratan menjual barang gadaian pada waktu habisnya
masa, maka ini dibolehkan. Dan menjadi haknya pemegang gadaian untuk menjual
barang gadaian tersebut. Maka dalam hal ini dibolehkan apabila pihak Pegadaian
Syariah sudah melaksanakan ketentuan yang berlaku.

h. Pelelangan atau Penjualan Barang Gadai



Pegadaian Syariah akan menjual marhun dengan ketentuan: pihak Pegadaian
syariah terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan ke alamat rahin atau melalui
telepon, jikatidak melunasi pinjamannya maka marhun akan dijual atau dilelang pada
waktu yang telah ditentukan. Harga jual yang ditawarkan Pegadaian Syariah biasanya
berdasarkan harga pada pasar setempat, harga pada pasar daerah, maupun harga pasar
setempat dengan mempertimbangkan kualitas atau kondis barang, daya tarik dalam
ha ini adalah model dan kekhasan barang, serta animo pembeli pada saat lelang
mar hun tersebut.

Praktek lelang yang terjadi di Pegadaian Syariah menurut hemat penulis sudah
sesuai, karena dalam Islam sendiri diperbolehkan jual-beli barang yang halal dengan
cara lelang atau dalam figih disebut dengan Muzayyadah. Bahkan Nabi SAW pernah
melakukan praktek lelang meskipun dalam bentuk yang sederhana. Adanya |jma
ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasan yang

berlaku di pasar umat I1slam pada masalalu.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada bagian sebelumnya, ada dua kesimpulan
utama dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, mekanisme operasional gadai di Pegadaian Syariah Landungsari
meliputi; Akad gadai, menggunakan dua transaksi syariah yaitu akad rahn dan akad
ijarah. Kategori barang gadai, jenis barang yang dapat digadaikan pada adalah barang
bergerak berupa perhiasan (Emas) dan berlian. Syarat Rahn, persyaratan untuk
memperoleh dana pinjaman adalah fotokopi kartu identitas diri seperti KTP, SIM dll,
serta mengisi formulir permintaan kredit, dan menyerahkan barang jaminan. Prosedur

pemberian pinjaman gadai, rahin diminta untuk datang sendiri untuk mengisi formulir



permintaan kredit dan menyerahkan persyaratan kredit. Setelah itu petugas Pegadaian
akan memeriksa dan menguji persyaratan kredit serta menila barang jaminannya.
Setelah semua terpenuhi dan rahin menyetujui semua ketentuan yang berlaku, maka
kedua belah pihak menanda tangani Surat Bukti Rahn (SBR), kemudian rahin
menerima marhun bih. Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan penyimpanan
barang gadai, rahin dikenakan biaya administrass dan biaya pemeliharaan
penyimpanan barang gada sesual dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian
Syariah. Besarnya biaya administras ditentukan berdasarkan besarnya jumlah
pinjaman, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan ditentukan dengan
menghitung nilai barang bukan jumlah pinjaman dengan menggunakan rumus yang
sudah ditentukan atau yang biasa disebut dengan ijarah. Pemanfaatan barang gadai, di
Pegadaian Syariah semua marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin
maupun murtahin. Pelunasan pinjaman gadai, rahin datang dan membayarkan uang
pinjaman dan biaya ijarah kepada murtahin dengan menyerahkan Surat Bukti Rahn
(SBR), setelah semua terlunasi murtahin mengeluarkan marhun dan menyerahkan
kepada rahin. Pelelangan barang gadai, apabila rahin sudah tidak mampu lagi
melunasi utang hingga waktu yang telah ditentukan, maka murtahin berhak menjual
marhun, dengan ketentuan; murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan
rahin, murtahin dapat memperpanjang waktu pembayaran utang kepada rahin,
apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka murtahin boleh menjual marhun.
Kedua, dilihat dari mekanisme operasiona tersebut, maka Pegadaian Syariah

secara garis besar dalam menjalankan usahanya sudah sesuai dengan hukum Islam.



Hal ini juga disebabkan dalam menjalankan usahanya, Pegadaian Syariah berpegang
pada fatwa Dewan Syariah Nasional.
B. Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan
yaitu:

1. Lembaga Pegadaian Syariah dalam menjaankan usahannya harus tetap
mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah, karena sebagaian besar nasabah
memilih Pegadaian Syariah dengan alasan transaksi yang dilakukan sesuai dengan
syariah.

2. Pegadaian Syariah di harapkan menyediakan gudang penyimpanan yang memadai
sehingga dapat melayani seluruh nasabah dengan berbagai macam jenis barang
yang akan dititipkan.

3. Pelayanan terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan, sesuai dengan prinsip
tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama saudara.

4. Perlu dilakaukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat melalui media-
media promos yang ada agar lebih menarik nasabah menggunakan jasa gadai

syariah.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Latar Belakang Berdirinya

1. Secara umum faktor yang melatar belakangi munculnya atau berdirinya Pegadaian
Syariah di Indonesia?

2. Kapan berdirinya Pegadaian Syariah di Malang?

3. Apadasar pendirian lembaga Pegadaian syariah di Malang ?

4. Apatugas, tujuan, dan fungsi pokok lembaga pegadaian syariah ?

5. Bagaimanakah struktur organisasi di Pegadaian syariah Maang?

B. Langkah-langkah Operasionalnya

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja di Pegadaian syariah
Malang?

2. Pengertian gadai menurut PERUM pegadaian syariah?

3. Produk jasa yang dikeluarkan pegadaian syariah?

5. Bagaimana mekanisme gadai di lembaga pegadaian syariah?

6. Ketentuan orang yang menggadaikan?

7. Syarat yang harus diperlukan atau yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin
menggadaikan ?

8. Barang apa saja yang boleh digadaikan?

9. Bagaimana upaya pengelolaan atau pemeliharaan barang barang nasabah?

10. Apakah ada barang gadal yang di manfaatkan (pemanfaatan barang gadai)?
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Fatwa Dewan Syari'ah Nasional M ajelis Ulama Indonesia

no: 25/DSN-MUI/111/2002, tentang Rahn.

Menimbang :

a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan

masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagal jaminan
hutang

Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat
tersebut dalam berbagal produknya

Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan
Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan
pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat :

Firman Allah QS. Al-Bagarah (2) : 283: “Jika kamu dalam perjalanan (dan
bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,
Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...”.

Hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyahr.a, ia berkata:
“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari
seorang Y ahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”.

Hadis Nabi riwayat al-Syafi’i, al-Daragquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah,
Nabi s.aw bersabda: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang
menggadaikannya. |a memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

Hadis nabi riwayat Jama’ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda:
“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung
biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan
menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu
tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”.

Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (Al-Zuhaili, al-Figh al-1slami
wa Adillatuhu, 1985, V:181).

Kaidah Figh: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya.



Memperhatikan :

1. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasiona pada Hari Kamis, tanggal 14
Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni

2002.

Dewan Syari’ah Nasional Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN.

Pertama

Kedua

: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan
hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai
berikut.

: Ketentuan Umum

1

Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk menahan

Marhun (barang) sampa semua hutang Rahin (yang

menyerahkan barang) dilunasi.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada

prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin

kecuali seizin Rahin ,dengan tidak mengurangi nilai Marhun

dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan

dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi

kewgjiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin,

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi

kewajiban Rahin,

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan Marhun

a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan
Rahin untuk segeramelunasi hutangnya.

b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka
Marhun dijual paksa/dieksekuss melalui lelang sesuai
syariah.



¢. Hasil penjuaan Marhun digunakan untuk melunasi hutang,
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar
serta biaya penujualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga . Ketentuan Penutup
1. Jikasalah satu pihak tidak menunaikan kewgjibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyarawah.
2. Fatwa ini berlaku sgak tangga ditetapkan, dengan ketentuan

jikadi kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELISULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin



Fatwa Dewan Syari'ah Nasional M ajelis Ulama Indonesia

no: 26/DSN-MUI/I11/2002, tentang Rahn Emas.

Menimbang :

a Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat

adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

b. Bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam
berbagai produknya.

c. Bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang
berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan hutang
untuk mendapatkan pinjaman uang

d. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan
Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang ha itu untuk
menjadikan pedoman.

Mengingat :

Firman Allah, QS. Al-Bagarah[2]:283 : "Dan apabila kamu dalam perjalanan
sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang..."

Hadis Nabi Riwayat a-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah, ia berkata
"Sesungguhnya Rasulullah S A.W pernah membeli makanan dengan berhutang
dari seroang Y ahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Mgjah dari Abu Hurairah,
Nabi SAW bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik
yang menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”
Hadis Nabi riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi SA.W
bersabda: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah
susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan
memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.”

Ijma : Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, a-Figh al-Islami
wa Adillatuhu, 1985, V:181).

Kaidah Figh:"Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan :

1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No. 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang
Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.



2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28
Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN
Dewan Syari’ah Nasional Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN EMAS.
Pertama :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa DSN nomor
25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn).

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai
(rahin).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran
yang nyata-nyata diperlukan.

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sgjak tangga ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELISULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin
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Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Ibu Dwi Untari,
Manager kantor cabang Pegadaian Syariah



Bagian dalam Pegadaian Syariah Landungsari

Gambar transaksi gadai di Pegadaian Syariah Landungsari



